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Sumber gambar: 

https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/05/29/pembangunan-jalan-baru-kiram-bajuin-sudah-

proses-pengerjaan/ 

 

Progres pembangunan jalan baru menuju kiram-bajuin sudah proses pengerjaan 

oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penantaan Ruang Kalsel.  

Jalan yang direncanakan sepanjang 21,6 Km dengan lebar 7 meter dengan 

melintasi dua kabupaten yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.  

“Kami telah mengerjakan jalan tersebut saat ini Progresnya sampai Mei 45%, 

masih agregat Klas A, minggu depan siap diaspal dan progres bisa lebih 95%,” kata 

Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan melalui Kabid Bina Marga Azan Syaiful 

Muaz. 

Ia mengatakan pengerjaan jalan menuju kiram-bajui terbagi mejadi dua ruas yaitu 

ruas bajuin satu pengerjaan sepanjang 5,6 km dengan pagu anggaran 

Rp13.846.610.975,55.  

Sedangkan ruas kedua yaitu ruas bajuin dua pengerjaan sepanjang 5,45 km dengan 

pagu anggaran Rp13.836.354.660,00. Dan progres ruas bajuin dua sudah 40,92 persen. 

Kemudian sisa pengerjaan belum diaspal sekitar 3 km ini akan dikerjakan dianggaran 

perubahan. 

Pembangunan Jalan baru Kiram – Bajuin Sudah Proses Pengerjaan



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               2 

 

“Mudahan pembangunan jalan tersebut rampung pada akhir tahun 2024. Karena 

ruas jalan tersebut merupakan jalan prioritas Pemprov Kalsel yang harus selesai dan dapat 

dimanfaatkan masyarakat Kalsel,” ungkapnya. 

Ia berharap dengan adanya jalan akses kiram-bajuin ini dapat mempelancar arus 

transportasi masyarakat antar dua daerah seperti dari masyarakat Bajuin (Pelaihari) bisa 

lebih cepat menuju Banjarbaru/Martapura lewat Kiram, shingga berdampak pada 

ekonomi masyarakat.  

“Jadi jalan ini kalau selesai dampaknya sangat bagus bagi masyarakat. Apalagi 

jalan ini menyuguhkan pemandangan alam yang bagus sehingga dampaknya juga ke 

pariwisata,” pungkasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/05/29/pembangunan-jalan-baru-kiram-

bajuin-sudah-proses-pengerjaan/, 29 Mei 2024.  

2. https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdiI6IlZSeURiYVY4NlJ6ZXlOMWVNK0xwM2c

9PSIsInZhbHVlIjoidGp6Z0Vob05tdXhEVllZYlBpbExJUT09IiwibWFjIjoiOGQyN

DQ5NDc5ZjM0ODI1MmRhNjE4MzM2MGM2NDEzOTBjMDEwYWI2Y2RiY2Y

yMTMzZTViNzhiZjYxZGVjNTUxYSJ9, 30 Mei 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

 

 

 

 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               3 

 

Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


